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BUPATI BONDOWOSO 
PROVINS! JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI BONDOW 
NOMOR 1 TAHUN 201 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NDOWO 0 
NOMO 50 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN KERJA DAN PELAKSANAAN 

TU GAS PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2019 

M mm ng 

M ngjnga 

DENGAN RAH MAT TU HAN YAN MAHA ESA 

BUPATI BONDOWO 0 

a. bahwa dengan ditetapkann a P ra uran Men eri 
Keuangan Nomor: 32/PMK.02/2018 entang Standar 
Bia a Masukan Tahun Anggaran 2019, dan belum 
diaturn k n :uan Uang Hari n un uk istri/suami dari 
Bupati/WakiJ Bupati, Ketua D n P rwakilan Rakyat 
Daerah, Anggota Dewan Perwal ·1an Rakyat Daerah, 
Sekretaris Da rah dan P gaw · N geri Sipil dalam 
Peraturan Bupati Bondowo o Nomor 50 Tahun 2018 
entang Pedoman Kerja dan lal sanaan Togas 

Pemerintah abupaten Bondowo o Tahun 2019. 
dipandang p r1u men uaik n dan men empumakan 
ke ntuan St dar Biay M ul an dan Uang Harian 
dalam P raturan Bupati dim ud· 

b. bahwa berdasarkan p rtimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, p rlu m n tapkan Peraturan 
Bupati ti ntang Perubahan A P ra uran Bupati 
Bondowoso Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman 
Kerja dan Pelaksanaan Tugas P m rintah Kabupaten 
BondO\ oso Tahu n 201 9 · 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-da rah Kabupaten Dalan1 
Lingkungan Provinsi Jawa Timur ( ri Negara Tahun 
1950 Nomor 41) sebagaim n lah diubab dengan 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran 
Negara Republik lndon sia Tahun 1965 Nomor 19, 
Tambahan Lemb ran N gar pu lik Indonesia Nomor 
2730)· 

2.Undang-Undang ... 
Paraf Koordi 

Kaba . Hukum 



Ins ektur 

-2-

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak 
Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali ctiubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 
tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang 
Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 133 Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4893); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara ang Bersih dan Bebas dari 
l orupsi Kolusi dan Nepotism (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) · 

4 . Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik fndonesia Nomor 4286)· 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indon i Tahun 2004 Nomor 104 Tarnbahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

7 . Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ten tang 
Perirnbangan I uangan Antara P m rintah Pusat dan 
Pemerintahan Da rah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Pera tu ran Perundang-undangan 
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82 Tambahan Lembaran N gara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

9. Undang-Undang ... 

Paraf Koordinasi 
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9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara (Lernbaran Negara Republik Indon ia 
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5494); 

10 . Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Maj !is 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakya 
Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5568); 

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubhk 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara RepubLik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah t rakhir dengan Undang
Undang Nomor 9 Tahun 2015 entang Perubahan I edua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintaha.n Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi P merintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 

13. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa 
Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6018) · 

14. Peraturan P m rintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang 
Pendidikan dan Pelatihan Jabata.n Pegawai Negeri Sipil 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 198 Tarnbahan Lembaran Negara Repu lik 
Indonesia Nomor 4019) · 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik lndon sia Tahun 2005 Nomor 140, Tarnbahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

16.Peraturan ... 

Paraf Koordinasi 
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16. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang 
Pedoman Penyusun n Peraturan D wan P rwakilan 
Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5104); 

17 . Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123 dan 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5165); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 
Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 92, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5533)· 

19.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 t ntang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indon ia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

20. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 
Pengadaan Barang/Ja a Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Lndonesia Tahun 20 18 Nomor 5 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655)· 

21. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 ten tang 
Peratur n Pelaksan an Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indon sia Tahun 2014 Nomor 199) · 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali t rakhir 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 
Tahun 2011 ten tang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman P ngelo]aan Keuangan Daerah; 

23. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 
Tahun 2006 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian 
dan Penghentian Tunjangan Umum bag:i Pegawai Negeri 
Sipil" 

24.Peraturan ... 
Paraf Koordinasi 

K b . Hukum 
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24. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 31 
Tahun 2007 tentang Tata Cara Permintaan Pernberian 
dan Penghentian Tunjangan Jaba an Struktural bagi 
Pejabat Struktural; 

25. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 39 
Tahun 2007 tentang Tata Cara P rmin aan , Pemberian 
dan Penghentian Tunjangan Jabatan Fungsional bagi 
Pejabat Fungsional· 

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Repub1ik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)· 

27. Peraturan M nteri Dalam Neged Nomor 19 Tahun 2016 
ten tang Pedoman Penge1olaan Ba.rang Milik Da rah 
(Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 
547)· 

28. P raturan M nteri ( euangan Nomor: 32/PMK.02/2018 
tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019 
(Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 
511); 

29. P raturan Lembaga r bijakan Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit f erja 
P ngadaan Barang/Jasa; 

30. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 9 
Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 
2007 Nomor 4 Seri A ) · 

31. P raturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 15 
Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2008 
Nornor 5 S ri E) · 

32. P raturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah I abupaten Bondowoso (Lembaran 
Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 7, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso 
Nomor 4)· 

33. P raturan Bupati Bondowoso Nomor 50 Tahun 2018 
tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Togas 
Pemerintah Kabupaten Bondowoso Tahun 2019 (Berita 
Daerah Kabupaten Bondowoso Tah.un 2018 Nomor 50) ; 

MEMUTUSKAN: ... 
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MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI T~NTANG PERUBAHAN ATA 
PERATURAN BUPATI BONDOWOSO NOMOR 50 TAHUN 
2018 TENTANG PED MAN KERJA DAN PELAKSANAAN 
TU A PEMERINTAH KA UPAT~N B NDOW 

2019. 

Pasal 1 

TAHVN 

Beb rapa k L ntuan dalam Lampiran V PeraLUran Bupati 
Bondowoso Nomor 50 Tahun 2018 t nlang P doman I rja 
clan P laksanaan Tu gas P m rintah I( bupat n Bondow o 
Tahun 201 (Serita Daerah K bupat n Bondowoso Tahun 
2018 Nomor 50) diubah sebagai berikut: 
1. r tentuan Form l diubah sehingga b rbunyi s -bagai 

b rikul: 

1. p mbantu Penanggung Rp. 200.000 

2 . Rp.180.000 

3. Rp.165.000 

4. ta Tim Tingkal Rp.150.000 

Madya dan Muda 

5. Jabatan Anggo a Tim Tingkat Rp. 40.000 

2 . Setelah angka 5 .2.4 .17. diLambahkan 1 ( atu) angka, 
yakni an la 5.2.4.18. yang b -rbunyi s bagai b rikul: 

5 .2.4 .1 8. ls teri / suami Bupati, Wakil Bupati, Sekre aris 
Daerah, dan Un ur Pimpinan DPRD y ng 
m ngikuLi P ·rj-1.J I an Dina pada k gia t' 1 

l dina san/ kegiata n ng mendukung 

kcdina san, dan dapat dibuktikan d n n 
undang n Uang Hari n P rjalan n Dina nya 
disama kan dengan golong n suami/islri. 

Pasal 11. .. 

Parar l<oord · 
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Pasal II 

Peraturan Bupati m1 mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam B rita Daerah Kabu paten Bondowoso. 

Ditetapkan di Bondowoso 
pada tanggal Jonuor1 .;io 19 

B NDOW0S02/. 

Diundangkan di Bondowoso 
pada tanggal J onuon 019 

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO, 

It A UNG TRI HANDONO 

BERlTA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2019 NOMOR l 

Paraf Koordinasi 
Ins ektur Kaba . Hukum 

l 


